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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.04/MENHUT-II/2011

TENTANG

PEDOMAN REKLAMASI HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 angka 6
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, maka perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Reklamasi
Hutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4814);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis
Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berasal
Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan
Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku
pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4813);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan
Energi Nasional;

15. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang
Berada di Kawasan Hutan;

16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang
Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan
Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan
Pekerjaan Umum;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
405);

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.23 4

19. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor
18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PEDOMAN REKLAMASI HUTAN.

BAB I

UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan pembentuk asam adalah bahan yang jika berhubungan dengan udara
dapat membentuk asam.

2. Batuan limbah adalah batuan yang tergali dalam proses penambangan
tetapi tidak diolah karena tidak atau sedikit mengandung mineral yang
dikehendaki.

3. Cover crop adalah suatu tanaman yang tumbuh rapat yang ditanam
terutama untuk tujuan melindungi dan memperbaiki tanah antara periode-
periode produksi tanaman pokok atau antara pohon-pohon dan tanaman
merambat.

4. Dam Penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi
bronjong batu, anyaman ranting atau trucuk bambu/kayu yang dibuat pada
alur jurang dengan tinggi maksimum 4 meter.

5. Dam Pengendali adalah bendungan kecil yang dapat menampung air dan
tidak lolos air, dengan konstruksi urugan tanah dengan lapisan kedap air
atau konstruksi beton/tipe busur untuk pengendalian erosi dan aliran
permukaan dan dibuat pada alur/sungai kecil dengan tinggi maksimum 8
meter.

6. Data numerik adalah data yang berwujud angka atau sistem angka.

7. Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (geo-
reference) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit
spasial.

8. Bangunan terjunan air (drop structure) adalah bangunan terjunan yang
dibuat pada tiap jarak tertentu pada Saluran Pembuangan Air (SPA)
tergantung kemiringan lahan yang dibuat dari batu, kayu/bambu.
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9. Erosi adalah suatu proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel
tanah atau batuan akibat energi kinetis berupa air, salju, angin.

10. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

11. Measurable adalah dapat diukur, baik secara kuantitas maupun secara
kualitas.

12. Reportable adalah dapat dilaporkan atau diinformasikan hasilnya.

13. verifiable adalah dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya.

14. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang
kehutanan.

15. Menteri Teknis adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di
bidang energi dan sumber daya mineral.

16. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk
memproduksi mineral, batubara dan/atau mineral ikutannya.

17. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,
zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang
telah ditetapkan.

18. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka
penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang
meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan
serta kegiatan pasca tambang.

19. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup.

20. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya
dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga
kehidupan tetap terjaga.

21. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang selanjutnya disingkat RLKT
adalah usaha memperbaiki/ memulihkan, meningkatkan dan
mempertahankan kondisi lahan agar dapat berfungsi secara optimal, baik
sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur
perlindungan alam lingkungan.

www.djpp.kemenkumham.go.id


